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ABSTRAK 

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional seluruh warga negara, sehingga 

pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan pemenuhan hak tersebut sebagai 

konsekuensi dari sebuah negara hukum. Payung hukum penyelenggaraan bantuan 

hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum. Namun, undang-undang tersebut masih memiliki beberapa kekurangan dan 

peraturan daerah dinilai dapat mengakomodir kekurangan-kekurangan tersebut. 

Penelitian dengan judul Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat 

Miskin dan Kelompok Rentan bertujuan untuk mengetahui kondisi dan praktik 

penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di 

wilayah Provinsi DKI Jakarta serta mengetahui urgensi pembentukan Peraturan 

Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dan 

kelompok rentan di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa dana penyelenggaraan bantuan hukum dari pemerintah pusat melalui APBN 

tidak lah mencukupi kebutuhan organisasi bantuan hukum dalam memberikan 

bantuan hukum, sehingga peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan 

hukum urgen bagi Provinsi DKI Jakarta untuk dapat mengalokasikan anggaran 

bantuan hukum melalui APBD. 

 

 

Kata Kunci: bantuan hukum, peraturan daerah, masyarakat miskin, kelompok 

rentan. 
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ABSTRACT 

Legal aid is a constitutional right of all citizens, so the government must strive for 

the fulfillment of this right as a consequence of a rule of law state. The legal 

umbrella for organizing legal aid is contained in Law Number 16 of 2011 

concerning Legal Aid. However, the law still has some deficiencies and regional 

regulations are considered to be able to accommodate these deficiencies. The 

research entitled The Urgency of Establishing Regional Regulations for the Special 

Capital Region of Jakarta Province concerning the Implementation of Legal Aid 

for the Poor and Vulnerable Groups aims to determine the conditions and practices 

of providing legal aid for the poor and vulnerable groups in the DKI Jakarta 

Province area and to find out the urgency of establishing a Regional Regulation on 

the Implementation of Legal Aid for the poor and vulnerable groups in the DKI 

Jakarta Province area. The research method used is normative legal research. The 

results of this study indicate that funds for administering legal aid from the central 

government through the APBN are not sufficient for legal aid organizations to 

provide legal aid so the regional regulation on the implementation of legal aid is 

urgent for DKI Jakarta Province to be able to allocate a legal aid budget through 

the APBD. 

 

 

Keywords:  legal aid, regional regulations, poor society, vulnerable group. 
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